
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pajak yaitu sumber pendapatan keuangan utama negara yang didapatkan dengan cara 

menarik dana dari masyarakat, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai berbagai 

kepentingan negara seperti pembiayaan anggaran pendidikan, kesehatan, maupun untuk 

pembiayaan lainnya (Alfarizi, Sari, & Ajengtiyas, 2021). Pajak berperan penting terhadap 

pendapatan negara, dibuktikan dengan pendapatan negara yang sepenuhnya didominasi oleh 

sektor pajak. Pajak merupakan pendapatan serta penerimaan terbesar di Indonesia dengan 

persentase lebih dari 80% (Apridinata & Zulvia, 2023). Tahun 2019, pajak di Indonesia 

terkhusus manufaktur turun menjadi 16,77 triliun atau 16,2% pertahun. Fungsi perpajakan 

yaitu sebagai sumber pendapatan negara serta tujuannya untuk mengimbangi pengeluaran 

nasional dan juga pendapatan nasional. Walaupun sektor industri pengolahan mengalami 

pertumbuhan yang negatif, tetapi pendapatan pajak dari bidang lain masih menunjukkan 

pertumbuhan yang positif bahkan mengalami peningkatan signifikan daripada tahun 

sebelumnya. Kementerian Keuangan, mencatat penerimaan perpajakan meningkat 8,82% 

pada Januari 2019 ataupun dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun (Anggraeni & Oktaviani, 

2021). 

Berdasarkan ketentuan di UU No, 28 Tahun 2007 yang merupakan revisi keempat dari 

UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 Ayat 

1 disebutkan bahwa pajak ialah kewajiban pembayaran yang dipaksakan kepada individu 

atau entitas oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memperoleh imbalan 

langsung, dan dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk keperluan negara dan kesejahteraan 

masyarakat. Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, 

sehingga peran pajak sangat penting bagi keberlangsungan negara (Tanjaya & Nazir, 2021). 

Pajak dapat membantu negara dalam bidang ekonomi dengan membiayai semua hal yang 

perlu dilakukan negara untuk menyejahterakan warga negaranya (Adhara & Fidiana, 2021). 

Menurut Suharno & Sunarti (2018), faktor utama yang menyulitkan penerimaan pajak di 

Indonesia ialah praktik penggelapan atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak (tax 



avoidance) merujuk pada strategi legal dalam mengelola pendapatan yang masih mengikuti 

regulasi hukum perpajakan untuk meminimalkan tanggungan pajak yang seharusnya 

ditunaikan (Dwiyanti & Jati, 2019). Kegagalan mencapai target pajak tersebut tentu saja 

tidak terlepas dari perbedaan kepentingan masing – masing wajib pajak dan pemerintah. 

Mayoritas dari masyarakat selalu menginginkan membayar pajak dengan tarif rendah, tetapi 

di sisi lain pemerintah berusaha mewujudkan tingkat realisasi pemasukan yang tinggi serta 

memenuhi target perencanaan. Hal tersebut yang mendorong wajib pajak untuk 

meminimalisir pajak yang akan dibayarkan supaya menjadi lebih rendah, dengan 

menggunakan cara yang legal maupun ilegal. Banyak perusahaan memilih menggunakan 

penghindaran pajak (tax avoidance) karena dinilai lebih aman, meskipun menurut aturan 

tindak penghindaran pajak legal, tetapi kurang adil jika diamati hanya dari sisi pajak sebagai 

sumber pendapatan bagi negara dan juga dapat menyebabkan negara merugi hingga miliaran 

rupiah. Pemanfaatan yang bersifat legal ini berguna bagi perusahaan untuk mengurangi 

hutang pajak yang menjadi beban perusahaan (Merkusiwati & Damayanti, 2020). Perusahaan 

memiliki motivasi untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi laba yang 

dicatat pada saat ini dan menunda pengakuan pendapatan hingga di masa mendatang. Hal ini 

dilakukan karena tingginya laba yang dilaporkan, mengakibatkan tingginya kewajiban pajak 

yang harus dibayarkan.  

Praktik menghindari pajak bisa memunculkan pergeseran keperluan antara manajer dan 

investor, yang dapat memicu ketegangan keagenan. Manajer dapat tergoda untuk mengadopsi 

perilaku oportunistik dengan menyalurkan pendanaan pribadi mereka sebagai pendanaan 

operasional perusahaan, yang bertujuan untuk mengurangi profit yang seharusnya didapatkan 

oleh investor (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Menurut Dewi (2019), penghindaran pajak 

bisa diartikan sebagai strategi perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya 

dibayarkan secara sah, dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi hukum. Ini berbeda 

dengan praktik menghindari pajak yang tidak etis, selpelrti mellakulkan delklarasi pelndapatan 

yang tidak akulrat ulntulk melngulrangi julmlah pajak yang signifikan. Isul pelnghindaran pajak 

melrulpakan masalah yang komplelks karelna melmpulnyai dula suldult pandang yang belrbelda. Di 

satul sisi, tindakan telrselbult diizinkan selcara hu lkulm, teltapi di sisi lain, praktik ini dianggap 

tidak diharapkan karelna banyak yang mellihatnya selcara nelgatif.  



Kasus yang dilakukan oleh perusahaan besar yaitu PT Adaro Energy Tbk pada tahun 

2019 yang melakukan Tax Avoidance melalui transfer pricing oleh anak perusahaannya di 

Singapura (Coaltrade Services international Pte Ltd). Anak perusahaan PT Adaro diduga 

telah membeli batubara dari PT. Adaro pada harga rendah lalu menjual kembali ke pasar 

internasional dengan harga tinggi. Peristiwa tersebut menjadi penyebab beban pajak yang 

diterima PT. Adaro Energy Tbk menjadi lebih rendah daripada yang sebenarnya dibayarkan. 

Hal tersebut mengakibatkan PT. Adaro dikenakan pajak sebesar $125.000.000, jika 

dikonversi menjadi Rp 14.000 sama dengan Rp 1,75 triliun lebih kecil daripada yang 

seharusnya dibebankan kepada PT. Adaro.  

Di pelrulsahaan manulfaktulr lain, PT Belntoell Intelrnasional Invelstama Tbk, dilaporkan olelh 

Lelmbaga Tax Julsticel Neltwork pada Rabul, 8 Meli 2019, bahwa pelrulsahaan telmbakaul yang 

dimiliki olelh British Amelrican Tobacco (BAT) tellah telrlibat dalam praktik pelngellakan pajak 

di Indonelsia. Mellalu li PT Belntoell Intelrnasional Invelstama Tbk, nelgara diyakini melngalami 

kelrulgian selnilai UlS$14 julta pelr tahuln. Belntoell julga melmpelrolelh pinjaman dari Jelrsely 

mellaluli elntitas di Bellanda ulntulk melncelgah pelngulrangan pajak atas tanggulngan bulnga. 

Melskipuln Indonelsia melmbelrlakulkan potongan pajak selnilai 20%, teltapi karelna ada 

kelselpakatan delngan Bellanda, tarif pajaknya melnjadi 0%. Dampaknya yaitul Indonelsia 

kelhilangan pelnelrimaan nelgara selnilai UlS$ 11 julta seltiap tahulnnya. Selharulsnya, dari total 

pinjaman selnilai UlS$ 164 julta, Indonelsia dapat melmbelrlakulkan pajak selnilai 20%, ataul 

selkitar UlS$ 33 julta, yang seltara delngan UlS$ 11 julta pelr tahuln. Melski kelmuldian, Indonelsia – 

Bellanda melrelvisinya, pelrjanjian telrselbult melmulngkinkan Indonelsia melngelnakan pajak 

selbelsar 5%. Atulran ini barul belrlakul pada Oktobelr 2017, artinya Belntoell suldah 

melnyellelsaikan transaksi pelmbayaran bulnga ultang telrselbult.  

Felnomelna yang dikelmulkakan dapat disimpullkan bahwa di Indonelsia tindakan 

pelnghindaran pajak masih melnjadi sulatul kelwajaran yang dilakulkan olelh pelrulsahaan. 

Pelrlulnya pelrhatian dan tindakan khulsuls ulntu lk melngulrangi tindak pelnghindaran pajak. 

Seljulmlah faktor yang melmelngarulhi timbullnya praktik pelnghindaran pajak yaitul telrmasulk 

Thin capitalization, pelrelncanaan pajak, dan kelpelmilikan institulsional. Melruljulk pada kasuls – 

kasuls pelnghindaran pajak yang telrjadi, thin capitalization ialah faktor yang melmicul 

pelrulsahaan ulntulk mellakulkan tindakan selmacam itul. Thin capitalization ialah praktik yang 



melngacul pada stratelgi invelstasi di mana elntitas melmilih ulntulk melmbiayai kelgiatan bisnisnya 

delngan melnggulnakan lelbih banyak pinjaman daripada modal elkulitas dalam komposisi 

modalnya (Salwah & Helrianti, 2019). Thin capitalization ialah taktik u lntulk melnghindari 

pajak di mana proporsi pinjaman mellelbihi proporsi modal dalam strulktulr kelulangan. Di 

Indonelsia, keltelntulan thin capitalization diatulr dalam relgullasi yang melneltapkan batasan rasio 

pinjaman telrhadap modal.  

Pasal 18 ayat (1) UlUl PPh melngatulr melngelnai pelrbandingan antara hultang dan modal, 

dimana Melntelri Kelu langan melmiliki kelwelnangan ulntulk melneltapkan proporsi yang dapat 

ditelrima antara pinjaman dan modal dalam pelrhitulngan pajak. Selmelntara itul, Pelratulran 

Melntelri Kelulangan No. 169/PMK.010/2015 melnjellaskan bahwa proporsi antara pinjaman dan 

modal sulatul elntitas u lntulk tuljulan kalkullasi PPh diteltapkan maksimulm selbelsar elmpat banding 

satul (4:1). Seljulmlah pelrulsahaan melmilih meltodel thin capitalization ulntulk melngulrangi belban 

pajak, selbab lelbih melngulntulngkan bagi melrelka ulntulk melmbayar bulnga pinjaman daripada 

melnulnaikan pajak. Bulnga pinjaman dapat dianggap selbagai pelngellu laran yang dapat 

melngulrangi julmlah pajak yang haruls dibayar olelh pelrulsahaan, selhingga julmlah pajak yang 

selbelnarnya ditulnaikan melnjadi lelbih relndah.  

Sellain mellaluli thin capitalization, rellateld party transactions julga salah satul cara 

pelrulsahaan ulntulk melnghindari pajak. Belrdasarkan PSAK No. 7, transaksi hulbulngan 

istimelwa didelfinisikan selbagai pelngalihan aselt, jasa, ataul tanggulngan antara elntitas yang 

melnyulsuln laporan kelulangan (pellapor) dan pihak yang melmiliki keltelrkaitan khulsuls, di mana 

tarif yang digulnakan dalam transaksi telrselbult mulngkin tidak melncelrminkan nilai pasar yang 

selbelnarnya. Kelhadiran rellasi khulsuls dan variasi tarif pajak antarnelgara, khulsulsnya di nelgara 

delngan belban pajak yang lelbih relndah, melndorong elntitas ulntulk melnggulnakan transaksi 

selmacam itul ulntulk tu ljulan melngulrangi omselt ataul pelndapatan pelrulsahaan, yang melrulpakan 

bagian dari praktik pelnghindaran pajak (Ramadhan, Ratnawati, & Fitrios, 2021). Melnulrult 

Gordon, Ellizabelth & Helnry (2016) transaksi delngan pihak telrkait melmainkan pelran vital 

dalam melmelnulhi kelpelrlulan elkonomi pelrulsahaan. Kelbelradaan transaksi delngan pihak telrkait 

dalam opelrasi bisnis ialah hal yang lazim dalam lingkulp bisnis, teltapi dari pelrspelktif 

pelrpajakan, hal ini melnimbullkan pelrtimbangan khulsuls karelna ada dulgaan bahwa hal ini bisa 

melnjadi salah satul cara ulntulk melnghindari pajak, delngan melmbelritahulkan pelndapatan yang 



tidak selsulai diselbabkan adanya pelneltapan harga yang tidak sellaras (Azizah, 2018). Transaksi 

Pihak Belrellasi melmpulnyai dula dampak yang belrlawanan, yaitul rellateld party transaction 

yang belrsifat abulsivel (dampak yang melrulgikan) dan rellateld party transaction yang elfficielnt 

(dampak yang melngu lntulngkan). Pada rellateld party transaction yang belrsifat abulsivel, ageln 

melmiliki kelmampulan ulntulk melngatulr transaksi delmi kelulntulngan pribadi yang tidak adil, 

seldangkan dalam rellateld party transaction yang elfisieln, hal itul dapat melminimalkan 

pelndanaan opelrasional pelrulsahaan (Hellelna & Firmansyah, 2018). Dampak dari transaksi 

telrselbult telrhadap elntitas dan pelmilik saham belrvariasi telrgantulng pada ku lalitas dan maksuld 

dari transaksi telrselbu lt (Sitanggang & Firmansyah, 2021).  

Belrdasarkan penelitian yang dilakukan olelh Nadhifah & Arif (2020) dan Vinka Julmailah 

(2020) melngulngkapkan bahwa thin capitalization belrkontribulsi selcara positif telrhadap 

praktik pelngellakan pajak, karelna selmakin belsar proporsi thin capitalization, selmakin tinggi 

kelmulngkinan pelrulsahaan melngandalkan pinjaman selbagai komponeln ultama dalam 

pelmbiayaannya. Belrbelda delngan stuldi yang dijalankan olelh Lulcky & Mulrtanto (2022) 

diindikasikan bahwa thin capitalization melmiliki dampak nelgatif telrhadap praktik 

pelnghindaran pajak. Namuln, pada stuldi Anggraelni & Oktaviani (2021) melngulngkapkan 

bahwa thin capitalization tidak belrdampak telrhadap tindakan melnghindari pajak.  

Dalam stuldi yang dilakulkan olelh Hellfin & Trisnawati (2020) melngulngkapkan bahwa 

rellateld party transaction belrdampak positif telrhadap tindakan melnghindari pajak. Belrbelda 

delngan stuldi yang dijalankan olelh Ramadhan, Ratnawati, & Fitrios, (2021) dan Malinda & 

Mayangsari (2023) yang melngulngkapkan bahwa rellateld party transaction belrdampak 

nelgatif telrhadap tindak pelnghindaran pajak. Namuln, pada stuldi Nindita, Rahman & Rosyafah 

(2021) melngindikasikan bahwa rellateld party transaction tidak belrdampak pada praktik 

pelnghindaran pajak. 

Lelbih lanjult, belrikult disajikan relselarch gap pelnellitian dalam tabell 1.1: 

 

 

 



Tabel 1.1. Research Gap 

Sulmbelr: (Data diolah olelh Pelnelliti, 2023) 

      Dari relselarch gap diatas, maka telrdapat kontrovelrsi pelngarulh thin capitalization dan 

rellateld party transaction telrhadap pelnghindaran pajak. Olelh karelna itu l, dalam stuldi ini 

ditambahkan variabell kelpelmilikan institulsional yang melrulpakan kelbarulan dalam pelnellitian 

ini. Kelpelmilikan institulsional melruljulk pada saham pelrulsahaan yang dimiliki olelh elntitas 

selpelrti pelrulsahaan asulransi, bank, lelmbaga invelstasi, dan pelmilik saham institulsional lainnya 

(Pelrmanasari, 2010 dalam Winning dan Ramantha 2018). Kelpelmilikan institulsional 

Research Gap Peneliti Hasil 

Ada pelrbeldaan telmulan 

pe lnellitian melnge lnai 

Pe lngarulh Thin 

Capitalization telrhadap 

Pe lnghindaran Pajak 

Nadhifah & Arif 

(2020) 

Thin Capitalization belrdampak 

positif telrhadap pelnghindaran 

pajak 

Vinka Julmailah (2020) Thin Capitalization belrdamoak 

positif telrhadap pelnghindaran 

pajak 

Lulcky & Mulrtanto 

(2022) 

Thin Capitalization 

be lrpelngarulh ne lgatif telrhadap 

pe lnghindaran pajak 

Anggraelni & 

Oktaviani (2021) 

Thin Capitalization tidak 

be lrdampak telrhadap 

pe lnghindaran pajak 

Ada pelrbeldaan telmulan 

pe lnellitian melnge lnai 

Pe lngarulh Re llateld Party 

Transaction telrhadap 

Pe lnghindaran Pajak 

He llfin & Trisnawati 

(2020) 

Re llateld Party Transaction 

be lrpelngarulh positif telrhadap 

pe lnghindaran pajak 

Ramadhan, Ratnawati 

& Fitrios (2021) 

Re llateld Party Transaction 

be lrpelngarulh ne lgatif telrhadap 

pe lnghindaran pajak 

Malinda & 

Mayangsari (2023) 

Re llateld Party Transaction 

be lrdampak nelgatif telrhadap 

pe lnghindaran pajak 

Nindita, Rahman & 

Rosyafah (2021)  

Re llateld Party Transaction 

tidak belrdampak telrhadap 

pe lnghindaran pajak 



melrulpakan hal pelnting yang dapat melnulnjang pelratulran dan julga fulngsi dari pelngelndalian 

pelrulsahaan. Di mana, elksistelnsi pelmilik saham institulsional melmiliki potelnsi ulntulk 

melngawasi praktik pelnghindaran pajak yang dilakulkan olelh pelrulsahaan. Sellain itul, 

elksistelnsinya dapat melnahan manajelr dari tindakan agrelsif dalam melngellola belban pajak 

pelrulsahaan. Tingginya tingkat kelpelmilikan institulsional, melngakibatkan pelrlulnya kontrol 

yang lelbih olelh pelru lsahaan. Melnulrult pelnellitian Mulrni elt al., (2016) dan V.N. Damayanti & 

Wullandari (2021) melngindikasikan bahwa kelpultulsan yang diambil olelh pelmilik saham 

institulsional lelbih celndelrulng ulntulk melngulrangi risiko telridelntifikasi selbagai praktik 

pelnghindaran pajak yang dapat melrulsak relpultasi pelrulsahaan.  

      Melngacul dari felnomelna selrta relselarch gap yang telrtelra, maka pelnelliti telrtarik ulntulk 

melngambil juldull pelnellitian “Pengaruh Thin Capitalization dan Related Party Transaction 

terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel 

Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Delngan melngacu l pada informasi latar bellakang yang tellah disajikan, maka pelrulmulsan 

masalah pelnellitian ini adalah: 

a) Apakah Thin Capitalization belrpelngarulh telrhadap pelnghindaran pajak?  

b) Apakah Rellateld Party Transaction belrpelngarulh telrhadap pelnghindaran pajak? 

c) Apakah Kelpelmilikan Institulsional dapat melmodelrasi Pelngarulh Thin Capitalization 

telrhadap pelnghindaran pajak? 

d) Apakah Kelpelmilikan Institulsional dapat melmodelrasi Pelngaru lh Rellateld Party 

Transaction telrhadap pelnghindaran pajak?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari pelrulmulsan masalah yang tellah disampaikan, tuljulan pelnellitian ini dirulmulskan 

selbagai belrikult: 



a) Ulntulk melnganalisis dan melmpelrolelh bulkti elmpiris pelngarulh Thin Capitalization 

telrhadap pelnghindaran pajak. 

b) Ulntulk melnganalisis dan melmpelrolelh bulkti elmpiris pelngarulh Rellateld Party 

Transaction telrhadap pelnghindaran pajak 

c) Ulntulk melnganalisis dan melmpelrolelh bulkti elmpiris pelngarulh modelrasi 

Kelpelmilikan Institulsional telrhadap hulbulngan Thin Capitalization delngan 

pelnghindaran pajak. 

d) Ulntulk melnganalisis dan melmpelrolelh bulkti elmpiris pelngarulh modelrasi 

Kelpelmilikan Institulsional telrhadap hulbulngan Rellateld Party Transaction delngan 

pelnghindaran pajak. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Delngan adanya pelnellitian ini, pelnelliti belrharap dapat melnyajikan manfaat baik selcara 

teloritis maulpuln praktis, yaitul: 

a) Kegunaan Teoritis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat selrta pelmahaman di bidang 

akulntansi, ultamanya dalam bidang pelrpajakan melngelnai pelnghindaran pajak dan 

diharapkan dapat melmpelrkaya relfelrelnsi selrta pelrbandingan selbagai dasar pelnellitian 

sellanjultnya. 

b) Kegunaan Praktis 

1) Bagi Pelrulsahaan 

Telmulan dari stuldi ini belrpotelnsi melnyajikan wawasan belrharga kelpada 

pelrulsahaan melngelnai dampak thin capitalization dan rellateld party transaction 

telrhadap praktik pelnghindaran pajak, delngan melmpelrtimbangkan pelran 

kelpelmilikan institulsional selbagai faktor modelrasi. 

2) Bagi Invelstor 

Telmulan stuldi ini dapat melnyajikan informasi dalam pelngambilan kelpultulsan 

belrinvelstasi yang telpat dan melnjadi bahan pelrtimbangan keltika melnilai 

kelcelndelru lngan pelnghindaran pajak yang dijalankan pelrulsahaan. 



3) Bagi Pelmelrintah 

Telmulan stuldi ini dapat melmbelrikan masulkan selrta bahan pelrtimbangan dalam 

melnelntulkan kelbijakan pelrpajakan melngelnai tax avoidancel. 

4) Bagi Wajib Pajak 

Hasil stuldi ini dapat melmbulat wajib pajak wawasan melndalam telntang 

bagaimana thin capitalization dan rellateld party transaction dapat melmelngarulhi 

praktik pelnghindaran pajak. Delngan melmahami dampak keldu la faktor telrselbult, 

diharapkan wajib pajak dapat melngoptimalkan kelbijakan ulntulk melminimalkan 

risiko pelnghindaran pajak.  

 


